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ABSTRAK

Inovasi layanan digital adalah penerapan teknologi digital dalam proses layanan publik
untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna. Inovasi dalam
layanan digital, seperti integrasi platform Laksan ke dalam Sponsor dan
pengembangan Ragit Dobel 3.0, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap
efisiensi dan efektivitas layanan. Data dari survei kepuasan pengguna menunjukkan
adanya peningkatan indeks kepuasan dari tahun ke tahun setelah penerapan inovasi
ini. Selain itu, terjadi penurunan persentase penolakan revisi DIPA yang signifikan dari
44,78% di tahun 2020 menjadi 8,74% di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif yang datanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan inovasi layanan digital di
Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci : Dampak Inovasi, Inovasi Layanan Digital, Efisiensi, Kualitas
Pelayanan Publik.
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ABSTRACT

Digital service innovation is the application of digital technology in public service
processes to improve efficiency, accessibility, and user satisfaction. Innovations in
digital services, such as the integration of the Laksan platform into Sponsor and the
development of Ragit Dobel 3.0, have had a significant impact on service efficiency
and effectiveness. Data from the user satisfaction survey shows an increase in the
satisfaction index from year to year afier the implementation of these innovations. In
addition, there was a significant decrease in the percentage of DIPA revision rejections
from 44.78% in 2020 to 8.74% in 2023. This research uses a qualitative method whose
data is obtained through observation, interviews and documentation. Based on the
results of the study, it shows that digital service innovation in the Regional Office of
DJPb South Sumatra Province has a positive impact on improving the quality of public
services.

Keywords: Innovation Impact, Digital Service Innovation, Efficiency, Public Service

Quality.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia senantiasa menarik untuk
dibahas. Kebutuhan akan pelayanan publik menjadi salah satu hal yang sangat
penting saat ini dan menjadi perhatian utama pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menjelaskan
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan setiap warga negara atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, pemerintah berkewajiban
memberikan pelayanan sebagai penyelenggara pelayanan publik. Menurut
Sinambela dalam bukunya yang berjudul "Reformasi Pelayanan Publik" (2014:5)
pelayanan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk
memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik melalui
terobosan-terobosan inovasi.

Menurut (Nova & Hikmah, 2022:30) untuk melakukan peningkatan
pelayanan publik, pemerintah memiliki keharusan untuk memberikan perhatian
terhadap kepuasan masyarakat yang dijadikan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan
publik. Perlu adanya inovasi dalam pelayanan publik yang dapat meningkatkan
citra pelayanan publik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Formalitas
birokrasi saja tidak cukup pemerintah harus mampu bertransformasi dengan
teknologi sebab masyarakat semakin menginginkan pelayanan yang efektif dan

efisien, begitu pula dengan proses birokrasi yang lebih mudah.



Inovasi pelayanan publik mencakup segala bentuk pembaharuan dengan
penggunaan teknologi, pengembangan sistem, proses dan strategi baru guna
mengingkatkan kualitas penyelanggaraan pelayanan. Tuntutan publik terhadap
layanan yang prima kepada pemerintah merupakan tuntutan yang wajar dan
pemerintah perlu menyikapinya dengan layanan yang relevan dalam menjawab
kebutuhan masyarakat. Kuatnya tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik
berasal dari tingkat pendidikan dan pengetahuan yang semakin meningkat terkait
revolusi industri 4.0 dan karenanya masyarakat layak memperoleh kepuasan
melalui pelayanan yang prima.

Organisasi-organisasi di sektor publik menerapkan inovasi pelayanan publik
untuk memajukan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang
baik. Penerapan konsep good governance muncul dari ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik. (Maryam. 2016:
2). Pelayanan publik di Indonesia kurang mendapat dukungan dari beberapa sektor
dan masyarakat luas. Oleh karenanya, dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan
pelayanan publik guna menghindari ketidakpuasan masyarakat terhadap tingkat
kualitas pelayanan yang ada saat ini.

Mengacu pada Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan
publik adalah inisiatif-inisiatif inovatif di bidang pelayanan publik, baik yang
merupakan gagasan baru maupun adaptasi/modifikasi yang memberikan dampak
positif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penerapan
inovasi di bidang pelayanan publik membutuhkan kemampuan untuk
memanfaatkan teknologi komputer dan konektivitas internet dalam rangka

mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, sekaligus memenuhi



ekspektasi masyarakat akan pelayanan publik yang modern (Febrianti & Fanida,
2019:741). Inovasi tidak harus berupa penemuan baru dalam pelayanan publik,
tetapi dapat berupa pendekatan baru yang dihasilkan dari perluasan atau
pengembangan inovasi yang sudah ada. Kebijakan "Satu Instansi, Satu Inovasi"
ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,
Kementerian PANRB mendorong penerapan inisiatif-inisiatif baru di sektor
pelayanan publik melalui implementasi kebijakan ini. Inisiatif "Satu Instansi, Satu
Inovasi" bertujuan untuk memungkinkan semua lembaga, baik pusat maupun
daerah, untuk mengembangkan ide dan metode baru dalam memberikan pelayanan
berdasarkan sumber daya yang dimiliki, kebutuhan pengguna layanan, dan
kapasitas kreatifitas mereka. Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) termasuk
dalam kebijakan ini. Sinovik berisi database online dan dokumentasi inovasi yang
dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah nasional dan internasional untuk
dipelajari dan diterapkan oleh organisasi dan lembaga lain di Indonesia.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera
Selatan juga mengembangkan inovasi layanan baru bagi masyarakat dengan cara
yang kompetitif, mudah beradaptasi, dan berkesinambungan. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menyediakan beberapa layanan utama
yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara di berbagai provinsi.
Layanan tersebut meliputi pemrosesan dan persetujuan dokumen revisi untuk
pelaksanaan anggaran dan dukungan teknis untuk pelaksanaan anggaran Satker
(Satuan Kerja), persetujuan hibah dalam negeri dan persetujuan MP PNBP

(Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak).



Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Revisi Anggaran. Revisi anggaran terdiri dari penyesuaian terhadap besaran belanja
yang telah ditetapkan berdasarkan PPA Tahun Anggaran 2020 dan telah disahkan
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020. DIPA
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA atau
PPA/KPA BUN. Penting untuk dicermati mengapa Pengguna Anggaran (PA) sering
melakukan revisi DIPA, karena hal ini mengindikasikan bahwa Satker K/L tidak
dapat secara efektif merencanakan dan mendesain anggaran dan rencana kerjanya.
Seringkali, para pemangku kepentingan memulai dengan menyusun anggaran tanpa
mengetahui tujuan yang tepat untuk penggunaannya. Bagi setiap satker, seharusnya

yang terpenting adalah pengalokasian anggaran yang tepat.

Beberapa hal yang mendasari pengguna anggaran melakukan revisi DIPA,
Pertama-tama, ada jangka waktu yang cukup panjang, sekitar satu tahun, antara
perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Akibatnya, ada banyak
kebutuhan untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak termasuk dalam
perencanaan sebelumnya. Selain itu, karena adanya perubahan kebijakan
pemerintah atau perubahan prioritas pada masa pelaksanaan anggaran yang tidak
diperkirakan pada saat anggaran direncanakan. Seperti halnya pandemi Covid-19
di tahun 2020 yang tidak masuk dalam perencanaan keuangan. Ketiga, adanya
perubahan cara pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan yang semula direncanakan
secara individu kini dilaksanakan secara daring, atau kegiatan yang semula
direncanakan untuk satu tahun anggaran harus diubah menjadi multi years atau
semisalnya. Terakhir, ada perubahan atau implementasi kebijakan pemerintah

selama tahun anggaran berjalan, seperti pemotongan pajak atau tindakan lain



sebagai tanggapan terhadap kondisi ekonomi nasional. Terutama ketika perubahan
dan pemotongan diusulkan untuk menyelaraskan dan memfokuskan kembali/

refocusing anggaran.

Gambar 1 Inovasi Laksan, Sponsor, dan Ragit Dobel

PAPK Kanwil DJPbh SumSel
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Dalam penyelenggaraan pelayanan ini, proses revisi DIPA memerlukan
pembinaan dan bimbingan teknis satker agar tidak terjadi revisi berulang-ulang.
Untuk mengatasi situasi ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan berupaya menerapkan solusi digital untuk memberikan
layanan yang lebih efisien dan efektif. Beberapa inovasi yang dimiliki Kanwil DJPb
Provinsi Sumatera Selatan antara lain; LAKSAN (Layanan Konsultasi Satker
Online), SPONSOR (Sistem Pelayanan Konsultasi Online Satu Nomor) dan Ragit
Dobel (Sarana Digital Dokumentasi dan Belajar) Secara teknis, Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban
dan tugas memberikan pelayanan sebagai salah satu lembaga pemerintahan dalam
lingkup provinsi. Berikut layanan utama di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
yaitu:

1. Revisi Anggaran Satker (Satuan Kerja)



2. Persetujuan Hibah Dalam Negeri

3. Persetujuan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Satker di Kanwil Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

menggunakan kriteria seperti kualitas layanan, seperti yang didefinisikan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta aspek

layanan elektronik, yang mewakili indikator tata kelola digital (e-government).

Indeks kepuasan pengguna layanan pada Triwulan II dan I'V bernilai 4.85 dan pada

Triwulan II Tahun 2023 meningkat menjadi 4.87. Hal ini menunjukkan

keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi digital di Kanwil DJPb Provinsi

Sumatera Selatan salah satunya ditunjukkan oleh hasil pemantauan kinerja

organisasi yang diperoleh dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan.

Gambar 2 Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil DJPb Provinsi

Sumatera Selatan

Inovasi SPONSOR, LAKSAN, Halo Satker
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satker yang menjadi wadah komunikasi timbal-balik antara Kanwil dan
stokeholders.
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Sumber : Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Peningkatan secara konsisten dalam skor survei kepuasan pengguna

menunjukkan bahwa inovasi-inovasi layanan digital tersebut memberikan nilai



tambah yang signifikan dalam memberikan layanan yang lebih baik. Pengguna
merasakan manfaat yang nyata dalam hal kemudahan akses, kecepatan tanggapan,
dan kualitas layanan yang lebih tinggi. Inovasi sebagai sarana konsultasi terkait
teknis pelaksanaan anggaran telah membantu pengguna dalam memahami dan
mengatasi masalah yang mereka hadapi. Fitur pengaduan pada Laksan dan Halo
Satker memberikan wadah komunikasi yang efektif antara Kanwil DJPb dan satker,
yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Peningkatan dalam kepuasan pengguna juga dapat memiliki dampak positif
terhadap reputasi Kanwil DJPb. Ketika pengguna merasa puas dengan layanan yang
diberikan, mereka akan mempertahankan hubungan yang baik dengan Kanwil.
Meskipun skor kepuasan tinggi adalah prestasi yang baik, ini juga harus diikuti
dengan komitmen untuk terus berinovasi.

Realitas di masyarakat saat ini menuntut atas layanan yang prima dan
mewajibkan pemerintah memenuhi harapan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas layanan belum berjalan seperti yang diharapkan. Masih banyak kekurangan
dalam pelayanan publik khususnya pada instansi pemerintah yang masih
menyandang label birokrasi yang berbelit-belit. Sebagai salah satu instansi
pemerintahan yang harus membangun citra positif dan memiliki hubungan
langsung dengan masyarakat, di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
memiliki jargon HAnDAL (Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal)
yang merupakan cerminan identitas, visi, misi dan harapan organisasi. Dan Kanwil
DJPb Provinsi Sumatera Selatan sendiri memiliki motto layanan “PAKAM” yang
bermakna Profesional, Akurat, Kreatif, Akuntabel, Modern dan janji layanan

“PADEK” yang bermakna Pasti, Aman, Dedikasi, Efektif, Kooperatif. Berkaitan



hal ini bagaimana sebuah inovasi pelayanan digital yang telah dibuat dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempengaruhi kepuasan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi “Dampak Inovasi Pelayanan
Digital Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar permasalahan yang telah dituliskan sebelumnya, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana dampak inovasi pelayanan digital di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan?
1.3 Tujuan Penelitian
Dalam menganalisis masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menentukan hal berikut :
1. Mengetahui dampak inovasi pelayanan digital di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
1.4 Manfaat
Diasumsikan bahwa penelitian ini dapat menghasilkan manfaat dari hasil
penelitian. Berikut manfaat dari penelitian tersebut :
1.4.1 Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang objektif dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan

ilmu administrasi tentang gambaran inovasi pelayanan publik yang diharapkan.



1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa memberikan manfaat praktis, yaitu dapat digunakan
sebagai panduan tentang inovasi pelayanan publik berbasis digital. Penelitian
ini juga menganalisis penggunaan teknologi informasi baru yang
menggambarkan peran inovasi dalam mendukung setiap penyedia layanan

publik.
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